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ABSTRAK 

lmplementasi Kebijakan Sertifikasi Guru 
(Studi Kasus Pada SMA. Negeri 1 Kulisusu) 

Adlim 

Universitas Terbuka 
adlim@gmail.com 

Kata Kunci : lmplementasi, Kebijakan, Sertiflkasi 

Kebijakan sertfikasi guru akan tercapai dengan baik jika guru memahami dan 
mengerti ma.l(sud kebijakan serta mereka mempunyai kemampua.'1 untuk 
melakukan tugas-tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Selain pemahaman dan 
penerimaan akan tujuan, tentu saja kemampuan guru dalam melaksanakan dalam 
proses belajar mengajar harus ditingkatkan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Kulisusu, untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri I Kulisusu?. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalab kualitatif dengan tujuan untuk 
menggambarkan implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri I 
Kulisusu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah keseluruhan 
guru SMA 1 Kulisusu yang telah disertifikasi sebanyak 8 orang dan 3 orang dari 
Dinas Penddidikan Kabupaten Buton Utara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program sertifikasi guru belum dapat 
dLlcata.lcan berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat da.ri sistem rekrutmen peserta 
sertifikasi yang bukan berdasarkan kualitas, tapi justru berdasarkan prioritas
prioritas ketentuan yang telah ditetapkan dalam kuota sertifikasi guru, sehingga 
dengan prioritas tersebut mencenninkan belwn adanya perubahan performance 
yang signifikan. Langkah-langkah pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kabupaten Buton Utara belum 
dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari aktivitas yang sudah dilakukan 
seperti sosialisasi, melakukan seleksi peserta, penyusunan portofolio, verifikasi 
berkas dan penerimaan tunjangau profesi, belum dilaksanakan dengan baik. Tim 
sertifikasi guru yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam 
jabatan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Buton Utara 
belum melaksanakan tugas dengan baik. Hal tersebut terlihat belum dilakukan 
pembinaan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara memfasilitasi dan 
mendorong guru dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Faktor 

PPnghamb<>t )'an" mempenn<> .. nh1 sprfrf111ras1" 011n1 rl<>lam 1<1h<1t<1n narl<> S .. lrol<>h -.&.... ...... o ..... c,.:u.Y..i..1....1. - ... ""......... ....... o-.&- -......... .... J-....,---. ... Y -- - .......... -... 

Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Buton Utara, adalah peran tim 
sertifikasi guru dalam jabatan, .kualifikasi pendidikan masih ada yang be1um 
sarjana (S 1) dan masa kerja guru kurang dari 4 ( empal) lahun. 
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ABSTRACT 

Implementation of Teacher Certification Policy 
(Case Study In Senior High School 1 Kulisusu) 

Adlim 

Keywords: Implementation, Policy, Certification 

Teacher sertfication policy will be achieved well if the teacher understands and 
understands policy intentions as well as they have the ability to perform tasks for 
achieve that goal. In addition to understanding and acceptance of goals, of course 
the ability of teachers to implement in the learning process should be improved. 
This study was conducted with the aim to describe and analyze iniplementation of 
teacher certification policy in Senior High School I Kulisus~ to describe and 
analyze the factors that influence the implementation of teacher certification 
policies in Senior High School 1 Kulisusu. The method used in this research is 
qualitative with a view to describing the implementation of teacher certification 
policies in senior high school 1 Kulisusu. As for the informant in this study is the 
whole teacher Senior High School I Kulisusu that has been certified as many as 8 
people and 3 people from the Department Education of North Buton District. 
The results show that, teacher certification programs can not yet be said run 
effectively. This can be seen from the recruitment system of certification 
participants who are not based on quality, but precisely based on priority priority 
provisions that have been set in teacher certification quotas, so that the riority 
reflects the absence of a significant change in performance. Implementation steps 
certification of teachers in positions at Senior High School has not been 
iniplemented maximally. Titls can be seen from the activity already done like 
socialization, conducting participant selection, portfolio compilation, verification 
File and receipt of professional allowances, has not been properly implemented. 
The certification team teachers who play a role in the implementation of teacher 
certification policies in positions at the Senior High School I Kulisusu has not 
perf01med the task with good. It looks not done coaching, either directly or not 
directly, by facilitating and encouraging teachers to follow the teacher 
certification In position. The inhibiting factors that affect the certification of 
teachers in positions on Senior High School I Kulisus~ is the team's role 
certification of teachers in positions, education qualifications still exist that have 
not undergraduate (SI) and Teacher work period ofless than 4 (four) years. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penyelenggara Sertlllkasi Guru 

Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan langkah

langkah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian 

Pendidikan Nasional. Hasil observasi yang peneliti lak:ukan menemukan 

bahwa langkah-langkah sertifikasi guru di Kabupaten Buton U~ meliputi 

sosialisasi oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah dalam hal ini 

kepada guru-guru SMA yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifkasi 

guru. penyeleksian calon peserta sertifikasi dilakukan oleh Tim Kabupaten, 

yaitu Dinas Pendidikan, selanjutnya guru yang dianggap telah memenuhi 

syart akan menyusun portofolio yang selanjutnya diverfikasi oleh Tim di 

Dinas Pendidikan. Dalam proses verifikasi berkas portofolio akan dilihat 

kembali seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas 

Pendidikan. Setelah verifikasi portofolio selesai, maka Dinas Pendidikan akan 

mengirim portofolio peserta ke Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan 

(LPTK) Universitas Halu Oleo, yang selanjutnya dilakukan penilaian 

portofolio, dan setelah penilaian selesai, maka akan diumumkan oleh LPTK 

Universitas Halu Oleo apakah peserta dinyatakan lulus atau tidak. Bagi 

peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik maka 

peserta tinggal menunggu pengumuman hasil penilaian dan bagi yang tidak 

lulus akan mengikuti Diktat yang dilak:ukan oleh Universitas Halu Oleo. 
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Setelah mengikuti Dildat, peserta akan mengikuti ujian dan yang lulus ujian 

akan bersama-sama dengan peserta yang dinyatakan lulus portofolio 

menyusun berkas pengajuan tunjangan profesi dan selanjutnya menerima 

tunjangan profesi. 

B. lmplementasi Kebijakan Sertif"tkasi Guru di SMA Negeri 1 Kulisusu 

Pada prinsipnya pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi baik 

secara teoritis maupun praktis memiliki manfaat yang sangat penting untuk 

menjamin standar kompetensi bagi tenaga pendidik, terutama dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan, namun hal yang ironis uji kompetensi 

hanya digunakan metode tunggal melalui penilaian portofolio. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan terindikasi 

bahwa persepsi terhadap program sertifikasi guru cenderung kurang 

memuaskan. Program sertifikasi guru cenderung lebih merupakan alat untuk 

meningkatkan kesejahteraan guru. Realitas sosial program sertifikasi guru 

belum memberi perubahan yang signifikan terhadap performance guru dalam 

mengajar, karena rata-rata guru yang lulus uji kompetensi sertifikasi adalah 

berdasarkan prioritas usia, masa pengabdian, serta jabatan. Temuan tersebut 

membuktikan sertifikasi guru belum berpengaruh terhadap peningkatan 

kualitas. Skala prioritas sangat terkait dengan kuota anggaran dalam artian 

pemberian tunjangan profesi lebih menggambarkan dan terkesan hanya 

sebagai wujud peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan. 

Untuk memperkuat statement tersebut, dapat dilihat dari tabel 4 di bawah ini 

tentang kelulusan peserta sertifikasi kuota 2014 di Kabupaten Buton Utara 
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Tabet 1 
Kuota sertifikasi 2014 melalui jalur Portofolio dan Kuota PNS Kabupaten 

Buton Utara 

300 234 232 277 
250 
200 146 134 Bl 130 
150 
100 
so 

0 

~- ~--
0-.; ~ 

-l-v °S..'o 
°S..'o ~vc., 

~o v 
q,_0 

q_'-.; 

1 

q,_0 {'" q,_0 .·,1> 
q_'V v" q_'-.; 

~o _.,o_ ~-...; ' ~..::." ~ ~ ...... ~ ,o o' ,<....,07> *0 ~ ,_,q_ '\,.;..::;. ~?> ~..::;. 
o' ~f ...,.::; q_ ~'> o~ '\,.;..::;. 

"'" 

Sumber: Rayon 1 LPTK Kabupaten Euton Utara 

Data kelulusan peserta melalui jalur Portofolio dan PLPG 

merepresentasikan tidak adanya kompetisi. Rata-rata peserta sertifikasi 

dinyatakan lulus, sehingga publik berasumsi bahwa program sertifikasi 

hanya formalitas untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Oleh karena itu 

muncul berbagai polemik sertifikasi guru. Waktu dan anggaran yang 

sangat terbatas menjadi salah satu indikator bukti tingkat keseriusan serta 

konsistensi pemerintah dalam peningkatan kualitas guru. Data temuan 

penelitian ini menginterpretasikan bahwa sistem rekrutmen calon peserta 

sertifikasi tidak berdasarkan kualitas, namun justru pemanggilannya 

berdasarkan pada prioritas-prioritas yang telah ditentukan, sehingga 

program sertifikasi tidak efektif dalam mendorong peningkatan 

profesionalisme guru. Tingginya angka prioritas menyebabkan salah satu 
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faktor sertifikasi tidak mendorong peningkatan kualitas guru. Seharusnya 

kebijakan profesional bukan berarti harus disamaratakan untuk semua. 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak mungkin terlaksana 

dengan baik apabila tanpa didukung dengan upaya penegakan standar 

penyelenggaraan pendidikan, standar pelayanan pendidikan serta standar 

kompetensi guru, kemudian peningkatan standar lulusan dan standar 

tenaga kependidikan lainnya. Jadi peningkatan mutu pendidikan tidak 

hanya ditentukan oleh guru, namun kualitas guru menjadi faktor dominan 

yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. 

Seharusnya sertifikasi bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai 

sarana peningkatan kualitas. Selanjutnya pemerintah jangan menjadikan 

sertifikasi sebagai bagian dari proyek instan, tetapi harus fokus pada 

peningkatan kualitas pendidikan. Program sertifikasi belum menjamin 

kualitas guru akan meningkat dalam menjalankan tugas, hal tersebut maka 

sangat berpengaruh dari kesadaran individu baik melalui kedisiplinan, 

loyalitas maupun tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas. 

Selain itu juga terindikasi sangat lemahnya koordinasi dan evaluasi 

pemerintah terhadap realita di lapangan. Padahal program tersebut telah 

menghabiskan anggaran Negara yang sangat besar, tetapi harapan di 

lapangan belum memberikan sebuah gambaran pendidikan seperti yang 

diharapkan. Padahal jika ditilik tujuan program sertifikasi guru secara 

garis besar adalah untuk meningkatkan kembali kompetensi dan 

profesionalisme guru. Jadi seharusnya program sertifikasi merupakan 
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proses pengamata.n panJang paska pelatihan, sehingga sertifikat yang 

diterima dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam kenyataannya 

banyak pihak yang kurang menyetujui jika program sertifikasi guru 

diperketat dengan alasan kemanusian dan jasa pengabdian. 

Pemahaman yang muncul khususnya sertifikasi merupakan wujud 

pemberian penghargaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, karena 

masa pengabdian yang sudah lama. Lahimya Undang-undang Guru dan 

Dosen (UUGD) merupakan kemauan politik untuk mengangkat harkat dan 

martabat guru. Namun efektivitas program memunculkan pro dan kontra 

dalam masyarakat. Mekanisme sertifikasi memerlukan pembinaan dan 

evaluasi secara berkesinambungan, Oleh sebab itu kerjasama networking 

yang baik dalam peningkata.n profesionalitas guru secara berkelanjutan 

sangat diperlukan khususnya dengan melibatkan Insta.nsi Pusat dan 

lembaga pelaksana di Daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan langkah-langkah 

sertifikasi guru dalam jabata.n sebagai berikut : 

a. Sosialisasi oleh Dinas Pendidikan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara sebagai leading sektor 

dari Pemerintah daerah membentuk Tim, yakni tim sertifikasi Kabupaten. 

Salah satu dari tugas tim sertifikasi Kabupaten adalah melaksanakan 

sosialisasi. Kemudian sosialisasi ditegaskan melalui Petunjuk Teknis 

pelaksanaan sertifikasi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional (2009:12), yaitu : Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
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melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada guru di 

wilayahnya. Materi sosialisasi antara lain : (I) prosedur dan tata cara 

pendaftaran, (2) prosedur dan tata cara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) 

peranan lembaga-lembaga terkait, ( 4) syarat mengikuti sertifikasi, ( 5) 

prosedur penyusunan portofolio/dokumen,(6) jadwal penyerahan 

portofolio. 

b. Seleksi Peserta (Guru) oleh Tim Sertifikasi Kabupaten 

Tim sertifikasi Kabupaten melaksanakan seleksi dengan membuat 

daftar skala prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (Ditjen PMPTK). Penetapan peserta dilakukan secara 

terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu 

perwakilan dari kepala sekolah, guru, dan pengawas. Berdasarkan hasil 

wawancara dapat diasumsikan guru yang mengikuti sertifikasi adalah guru 

yang telah memenuhi persyaratan utama yaitu memiliki ijaz.ah akademik 

atau kualifikasi akademik minimal SI atau 04. 

c. Menyusun Portofolio 

Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian 

portofolio. Penilaian portofolio tersebut merupakan pengakuan atas 

pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian kumpulan dokumen 

yang mendekripsikan : a) Kualifikasi akademik, b) Pendidikan dan 

pelatihan, c) Pengalaman mengajar, d) Perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran e) Penilaian dari atasan dan pengawas, f) Prestasi akademik 
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g) Karya pengernbangan profesi, h) Keikutsertaan dalam forum ilrniah, i). 

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial. 

Penyusunan portofolio dilalcsanakan untuk rnengumpulkan dokumen 

selama bertugas rnengajar yang rnendeskripsikan : Kualifikasi Akadem.ik, 

Pendidikan dan Pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan 

pelaksanaan pernbelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi 

akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum 

ilmiah, pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, serta 

penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan" 

d. Verifikasi Berkas Portofolio 

Verifikasi berkas portofolio peserta perlu dilakukan guna mengecek : 

1) Kesesuain peserta dengan persyaratan yang telah ditentukan, 2) 

Kesesuain nama peserta dengan SK penetapan peserta sertifikasi guru, 3) 

Kesesuaian nomor peserta dengan nomor urut pada SK penetapan, 4) 

Kesesuaian bidang studi yang disertifikasi dengan kode pada nomor 

peserta, 5) Pengirirnan Berkas Portofolio. Setelah berkas portofolio sudah 

diverifikasi dan sudah memenuhi kuota maka dikirim ke Lernbaga 

Pendidik Tenaga Kependidikan yaitu Fakultas Keguruan Irnu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Halu Oleo. Pada langkah ini, tim sertifikasi Kabupaten 

menyatakan bahwa semua berkas portofolio peserta sertifikasi Kabupaten 

Buton Utara diantar dan dibawa langsung oleh anggota tirn sertifikasi 

Kabupaten ke Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Halu Oleo. 
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e. Penilaian Portofolio 

Portofolio yang diterima Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan 

(LPTK) dinilai oleh dua asesor yang memiliki Nomor Induk: Asesor (NIA) 

dan telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya Langkah penilaian 

portofolio telah dilaksanakan dengan baik oleh asesor Fakultas Keguruan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo. Hal ini dibuk:tikan bahwa 

semua berkas yang dikirim ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Halu Oleo dinilai dan ada tindak lanjutnya berupa basil 

penilaian portofolio masing-masing peserta sertifikasi. 

f. Pengumuman Hasil Penilaian Portofolio 

Guru yang memiliki nilai portofolio diatas batas minimal (850) 

dinyatakan lulus penilaian portofolio dan berhak menerima sertifikat 

pendidik. Namun bagi guru yang hasil penilaian portofolionya 

memperoleh nilai kurang sedikit dari batas nilai minimal diberi 

kesempatan untuk: melengkapi portofolio. Setelah lengkap guru dinyatakan 

lulus dan berhak menerima sertifikat pendidik. Bagi guru yang 

memperoleh nilai jauh dibawah batas minimal lulus wajib mengikuti 

pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi guru yang akan dilaksanakan 

Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK} yaitu Fakultas Keguruan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional. 

Pada akhir diklat profesi guru, dilakukan ujian dengan materi uji 

mencakup empat kompetensi guru. Bagi guru yang lulus ujian berhak 

menerima sertifikat pendidik, dan guru yang belum lulus diberi 
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kesempatan untulc mengulang materi diklat yang belum lulus sebanyak dua 

kali kesempatan. 

g. Melengkapi Persyaratan Bagi yang Lulus 

Setelah peserta dinyatakan lulus kemudian melengkapi syarat-syarat 

sebagai berikut : I) Foto copi Surat Keputusan yang mencantumkan gaji 

terakhir, Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir, atau Surat Keputusan 

kenaikan gaji berkala terakhir, atau leger gaji bulan terakhir yang telah 

dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan, 2) Surat keterangan 

beban kerja, 3) Surat keterangan tugas tambahan bagi guru yang diberi 

tugas tambahan, 4) Foto copi nomor rekening bank yang masih aktif, 5) 

Foto copi Surat Keputusan (SK) sebagai guru tetap dari yayasan atau 

satuan pendidikan bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

bertugas di sekolah swasta. 

h. Pengajuan Tunjangan Profesi 

Setelah berkas setiap peserta sudah lengkap dan sudah diverifikasi 

oleh kepala sekolah dan Tim sertifikasi Kabupaten, selanjutnya semua 

berkas dikirim ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Oleo 

untuk diteruskan ke Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga 

Kependidikan (Ditjen PMPTK) Jakarta. 

i. Menerima Tunjangan Profesi 

Peserta menerima berita melalui Tim sertifikasi Kabupaten bahwa 

uang tunjangan profesi sudah dikirim ke rekening bank masing-masing 

dan sudah dapat diambil. 
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C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sertifikasi 
Guru di SMA Negeri 1 Kulisusu 

1. Faktor Pendukung 

a. Komunikasi dan Koordinasi antar Lembaga Pelaksana 

Dalam pelaksanaan program sertifikasi guru para stakeholders 

yang terlibat di tingkat Kabupaten adalah lembaga penjaminan mutu 

pendidikan, Dinas pendidikan Provinsi dan LPTK. yang diberikan 

kewenangan oleh pusat. Kemudian di tataran kabupaten ditanggani 

oleh Dinas Pendidikan dan UPID serta pengawas dan kepala sekolah. 

Banyaknya aktor-aktor yang terlibat menyebabkan proses 

komunikasi menjadi bias dikarenakan katerbatasan sumber daya 

manusi~ sehingga informasi jadi multitafsir, seperti banyak guru yang 

belum mendapatkan informasi mengenai perubahan PP No 74 Tahun 

2008 dan ketentuan-ketentuan penilaian dalam sertifikasi. Banyaknya 

aktor-aktor serta lembaga yang dilibatkan serta panjangnya 

mekanisme proses pelaksanaan sertifikasi guru yang sangat rumit 

membuat pelaksanaan program ini menjadi bias dengan berbagai 

permasalahan lain yaitu seperti terlambatnya tunjangan profesi 

pendidik dan terjadinya kesalahan dalam penomoran UNP~ serta 

kurang jelasnya informasi yang diterima oleh guru. 

Tujuan program sertifikasi antara lain adalah untuk 

peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan. Para guru. 

Professional seharusnya tidak disamaratakan karena akan 

mengaburkan konsep awal. Professional diterapkan untuk guru-guru 
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yang masih produktif dengan memperketat fungsi pengawasan dan 

evaluasi kepada guru-guru pasca sertifikasi. Sertifikasi kurang efektif 

apabila sistem pelaksanaan seperti yang sudah dilaksanakan, di mana 

guru yang lulus sertifikasi mendekati masa pensiun, jadi tingkat dan 

potensi profesionalismenya tidak bisa dipergunakan. Oleh karena itu 

perlu penegasan dan kejelasan pola pembinaan yang terpadu dan 

berkelanjutan pasca sertifikasi, serta pentingnya penilaian kinerja yang 

terukur dan ketat, bukan hanya bersifat normatif 

b. Sikap Implementor 

Program sertifikasi guru mengalami pegeseran tingkat 

pengertian tujuan kebijakan yang awalnya untuk peningkatan kualitas 

guru, kemudian bergeser kepada program peningkatan kesejahteraan 

guru. Pergeseran tujuan tersebut memberikan gambaran di mana 

program sertifikasi guru belum mampu memberikan titik terang dalam 

perubahan kualitas mutu pendidikan Indonesia secara general. 

Untuk memperkuat fenomena empiris bisa dilihat salah satu 

kutipan artikel hasil penelitian dari Hotben Situmorang yang 

menyatakan: 

Menurut Dirjen yang mengurusi persoalan guru sekitar awal 

tahun dua ribuan menyatakan bahwa latar belakang lahirnya 

UUGD awal ide sertifikasi adalah untuk peningkatan 

kesejahteraan guru. Pada saat diusulkan program tersebut ke 

DPR, anggota dewan mempertanyakan alasan menaikkan 
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tunjangan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, sementara 

pegawai negeri sipil lainnya juga berpenghasilan rendah. Setelah 

berbagai perdebatan maka kesepakatan pemberian tunjangan 

adalah komponen profesi. Syarat keberadaan profesi haruslah 

ersertifikasi, maka jadilah proses sertifikasi seperti yang 

berlangsung saat ini. 

Kutipan artikel tersebut menggambarkan temyata konsep awal 

sertifikasi guru didasarkan pada peningkatan kesejahteraan, 

dikarenakan banyaknya desakan-desakan terhadap nnrumnya 

perhatian pemerintah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan 

guru. Jadi konsep awal sertifikasi bukan untuk profesionalisme, 

sehingga tidak ada yang dapat disalahkan apabila realita di lapangan 

banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik 

oleh oknum guru maupun toleransi yang diberikan oleh pusat dengan 

mengatasnamakan nilai kemanusiaan yang dikemas dalam wujud 

penghargaan. Hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya PP No 74 

tahun 2008 yang memberikan banyak kemudahan kepada guru yang 

sudah senioritas sesuai dengan prioritas tertentu. 

Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan perubahan 

sikap baik dari implementor maupun dari kelompok sasaran antara 

lain dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai 

sesuai dengan target yang telah ditentukan. kemudian perubahan sikap 

dari pelaksanaan pada tingkat daerah diakibatkan oleh intervensi-
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intervensi pusat untuk tidak memperketat proses sertifikasi dengan 

alasan kemanusiaan. 

Perubahan sikap implementor dikarenakan adanya intervensi 

dari aktor elit politik yang menegaskan dalam PP 74 Tahun 2008 

bahwa berdasarkan prioritas yang telah ditentukan dalam kebijakan 

tersebut menuntut asesor untuk tidak memperketat proses penilaian 

sertifikasi kepada guru yang sudah senior, dengan alasan penghargaan 

dan peningkatan kesejahteraan, sehingga program yang diterbitkan 

menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah, dikarenakan proses 

pelaksanaan program banyak kelemahan. Mudahnya persyaratan 

untuk mendapatkan sertifikat sebagai pendidik profesional 

menimbulkan suatu pemahaman bahwa tidak ada kompetisi dalam 

mendapatkan sertifikat pendidik professional. 

Seharusnya untuk lulus sertifikasi pemerintah harus memilah 

guru-guru yang benar-benar kompeten dan profesional, baik dari 

kepribadian dan profesionalitas keterampilan sebagaimana yang 

diharapkan oleh program. Seharusnya pemerintah tidak melakukan 

penyamarataan profesionalisme hanya dibuktikan dengan selembar 

sertifikat, Justru hal itu sangat disayangkan karena akan membawa 

dampak negatif bagi guruguru yang memiliki obsesi dan semangat 

tinggi untuk mengaktualisasikan diri. 
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c. Somber Daya Implementor 

Sumber daya yang memadai merupakan faktor utama 

keberhasilan suatu program. Salah satu prolematika permasalahan 

program sertifikasi guru adalah masih terbatasnya kapasitas dan 

kualitas sumberdaya implementor khususnya asesor, kriteria calon 

asessor yang direkrut ialah: (I) Pendidikan terakhir minimal S-2, (2) 

Pangkat/Jabatan terakhir Pembina/ Lektor Kepala, (3) Bersedia 

menjadi asessor dan melaksanakan tugas menilai dokumen portofolio 

secara objektif. Namun keterbatasan sumber daya manusia khususnya 

asesor sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan menyebabkan 

rekrutmen asesor tidak berdasarkan kompetisi. 

Rendahnya tingkat kegagalan asesor dapat menginterpretasi 

bahwa terbatasnya kapasitas sumber daya implementor, serta besarnya 

kebutuhan asesor untuk penyeleksian jumlah berkas calon peserta 

sertifikasi. 

d. Karakteristik badan Pelaksana 

Keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh pemahaman 

dan dukungan dari lembaga pelaksana. Namun realita di lapangan 

masih terjadi hambatan dalam kewenangan dan otoritas yang diberikan 

kepada lembaga-lembaga di daerah, antara lain dalam hal penginputan 

data antara LPTK dengan LPMP. Program sertifikasi guru memberi 

kesan terlalu birokratis, serta masih terjadinya tumpang tindih 

pekerjaan sehingga munculnya dualisme kebijakan dalam pengentrian 
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data. Kemudian sumber daya manusia unruk setiap daerah di Provinsi 

masih mengalami ketimpangan yang cukup signifikan, sehingga guru 

yang lulus dan bisa mengakses program kebanyakan dari daerah

daerah yang sudah maju dalam segi pembangunan, sehingga 

memunculkan disparitas antar daerah. Selain itu dalam realita di 

lapangan juga sering terjadinya inkonsistensi, khususnya dalam 

penomoran, disebabkan oleh keraguraguan dari tim penginput data, 

khususnya dalam mengklasifikasi idang studi tidak sesuai antara 

spesifikasi akademik dengan apa yang diajarkan. Pengolahan data yang 

tidak sama oleh LPTK dan LPMP menyebabkan LPMTK pusat 

mengembalikan ke daerah. Oleh karena itu lebih baik jika pelaksanaan 

sertifikasi dibuat satu atap. 

e. Kondisi Lingkungan dan Inkonsistensi Implementor 

Kondisi lingkungan memiliki pengaruh penting pada keinginan 

dan kemampuan yurisdiksi atau organisasi dalam mendukung struktur

struktur, vitalitas dan keahlian yang ada dalam badan-badan 

administratif maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. Nuansa 

politis masih sangat kuat dalam ranah pendidikan. Pendidikan sering 

dijadikan objek unruk pendekatan rakyat. Jika mencermati tujuan 

program adalah lahirnya kualitas, profesionalitas serta akan diikuti 

oleh peningkatan kesejahteraan para guru, Persoalan yang muncul 

terkait pelaksanaan sertifikasi guru memang sarat dengan adanya tarik 

ulur kepentingan antar pemerintah dengan DPR. Akibatnya adalah 
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terjadinya pegeseran tujuan kebijakan. Pennasalahan tersebut 

disebabkan oleh sumber daya yang tidak mendukung dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru, serta rendahnya komitmen implementor 

terhadap tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Ketidakrelevanan 

cara perolehan sertifikat akan menjadi sebuah kejanggalan yang dapat 

menjustifikasi pemerintah sebagai aktor tunggal dalam menerbitkan 

kebijakan sertifikasi guru yang tidak di dukung oleh good political will 

dalam peningkatan kualitas guru. 

Data empiris membuktikan bahwa program sertifikasi guru 

masih didominasi oleh kepentingan-kepentingan dan intervensi dari 

aktor-aktor yang memiliki otoritas yang berada di birokrasi pemerintah 

daerah. Masalah yang peneliti temukan dalam penelitian adalah adanya 

politisasi sertifikasi guru yang dilakukan oleh elit birokrasi di 

Kabupaten Buton Utara, dimana pemerintah daerah menjadi aktor 

penentu lulusnya peserta sertifikasi karena didorong oleh kepentingan. 

Masalah-masalah politisasi sertifikasi guru tersebut salah satunya 

adalah ada beberapa guru yang secara normatif seharusnya tidak lulus 

portofolio, namun karena dibantu oleh pemerintah maka peserta 

tersebut dinyatakan lulus. Masalah lainnya adalah ada guru yang 

belum memenuhi syarat yang baru 4 tahun pengabdian sudah 

diluluskan dengan bantuan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh 

kepentingan elit birokrasi yang telah memberikan janji politiknya 

kepada para calon peserta sertifikasi guru. 
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Sedangkan pada level daerah lebih kepada menyesuaikan 

dengan kepentingan pusat melalui intervensi yang telah 

disistematiskan melalui prosedur-prosedur legalitas. Jadi dapat 

disimpulkan di mana program sertifikasi lebih di mobilisasi oleh 

kepentingan elit pusat dan daerah. 

2. Faktor Penghambat 

a. Peran Tim Pelaksana Sertiflkasi Guru 

Faktor yang mempengaruhi kebijakan sertifikasi guru 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Buton Utara, seperti 

yang terdapat dalam buku pedoman sertifikasi harus diteruskan 

kepada guru. Tentu saja komonikasi hams akurat dan harus 

dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana, keakuratan 

informasi menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh personil 

pelaksana karena meraka hams menyampaikan kembali kepada 

sasaran kebijakan sertifikasi ini yaitu guru Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Kabupaten Buton Utara Disposisi adalah watak dan 

karakteristik yang dimiliki oleh implentor, seperti komitmen dan 

kejujujuran. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik 

maka dia akan dapat menjalankan kebijakan seperti apa yang 

diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implentor memiliki sikap 

atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka 

proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal ini 
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terlihat pada para implementor sertikasi guru dalam jabatan pada 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Buton Utara. 

Hal ini diungkapkan oleh salah satu Guru yang sudah 

bersertifikasi di SMA Negeri Kulisusu yang menyatakan sebagai 

berikut: 

"Seharusnya tim sertifikasi guru tingkat Kabupaten Buton Utara 

lebih terbuka dimulai dari sosialisasi, verifikasi data, sampai 

penetapan peserta sertifikasi guru, sehingga peserta sertifikasi 

yang masuk kuota dalam tahun itu betul-betul peserta yang 

memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru, tidak 

berdasar pada faktor kedekatan dengan tim sertifikasi guru" 

(Wawancara dengan bapak Arman Ani, 25 Mei 2014) 

Hal ini yang harus menjadi perhatian dari pejabat Dinas 

Pendidikan Kabupaten Buton Utara dalam pelaksanaan sertifikasi 

guru dalam jabatan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru yang 

dilaksanakan setiap tahun betul dilaksanakan secara professional. 

b. Guru belum Mempunyai Kualifikasi Akademik Sarjana (Sl) 
atau Diploma Empat (DIV) 

Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan menurut peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007 adalah guru 

yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (SI) atau 

diploma empat (DIV). Hal ini menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, karena di daerah masih 

ada guru yang belum sarjana. Dari 653 orang jumlah guru Sekolah 
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Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Buton Utara, sudah 

sertifikasi sebanyak 469 orang, terdapat 55 orang guru (8,4%) yang 

belum berkualifikasi akademik sarjana (SI) atau diploma empat 

(DIV), Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 

tahun 2007 mereka yang 55 orang guru (8,4%) belum dapat 

mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Maka yang 55 orang guru 

(8,4%) yang belum berkualifikasi akademik sarjana (SI) 

merupakan faktor penghambat untuk pelaksanaan sertifikasi guru 

dalam jabatan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten 

Buton Utara. 

Pendidikan yang dimiliki guru merupakan hal penting 

karena sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran agar 

mencapai sasaran yang diinginkan. Sasaran tersebut diharapkan 

sesuai dengan standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang 

harus dicapai siswa Artinya materi yang ditentukan dalam 

kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang dapat menunjang 

tercapainya standar kompetensi,kompetensi dasar dan indikator. 

Hasil wawancara salah satu guru yang sudah disertifikasi bahwa 

pengelolaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara materi 

pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu siswa 

dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini 

berkaitan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, 

cakupan, urutan dan perlakuan terhadap materi pembelajaran 

90 

43127.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



tersebut. Lalu guru membuat persiapan yang berdaya guna dan 

berhasil guna, dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan 

dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan 

hakik:at, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi 

serta mengukur efektivitas persiapan tersebut. 

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan wawancara dari 

beberapa sumber seperti Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, ketua 

tim sertifikasi, menyatakan bahwa untuk menentukan ruang 

lingkup materi pembelajaran guru kurang memperhatikan aspek 

kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur), aspek afektif dan 

psikomotor, sebab pelaksanaan proses pembelajaran tiap jenis 

uraian materi memerlukan strategi dan media pembelajaran yang 

berbeda. Disamping jenis materi guru juga harus memperhatikan 

prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan ruang lingkup 

materi, artinya menggambarkan berapa banyak materi yang 

dimasukan ke dalam materi pembelajaran. Karena kedalaman 

materi juga menyangkut rincian konsepkonsep yang terkandung 

didalamnya yang dipelajari oleh siswa. 

Hasil temuan di lapangan dan didukung dengan hasil 

observasi menunjukan bahwa berbagai sumber belajar di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Buton Utara dapat digunakan 

untuk mendukung materi pembelajaran. Penentuan tersebut harus 

tetap mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi 
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dasar yang sudah ditetapkan. Adapun sumber belajar seperti : 

Modul, buku, jurnal (basil penelitian dan pemikiran ilmiah), 

majalah ilmiah, karya tulis , internet dan multimedia. 

Seiring dengan hal tersebut, salah satu guru Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Buton Utara memberikan 

pemyataan dari hasil wawancara bahwa penyusunan silabus 

diwajibkan pada seluruh guru dalam mengembangkan meteri 

pembelajaran. Cara yang dilaksanakan sebagai berikut: (1) Silabus 

mata pelajaran disusun berdasarkan semua alokasi waktu yang ada 

untuk mata pelajaranselama penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan, (2) Silabus disusun dengan memperhatikan alokasi 

waktu yang disediakan per semester, dan alokasi waktu mata 

pelajaran lain yang serumpun, (3) Pelaksanaan pembelajaran per 

semester dengan menggunakan penggalan silabus sesuai dengan 

kompetensi dasar yang terdiri dari standar kompetensi dan 

kompetensi dasar untuk tiap mata pelajaran dengan alokasi waktu 

yang ada pada kurikulum. Kemudian didukung oleh pemyataan 

Kepala sekolah bahwa pengembangan silabus sudah dilaksanakan 

oleh guru secara mandiri atau melalui Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas 

Pendidikan. 

Penyusunannya dilakukan secara mandiri oleh guru jika 

guru mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan 
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lingkungannya. Jika guru mata pelajaran belum dapat melakukan 

pengembangan silabus secara mandiri, mak:a pihak: sekolah dapat 

mengusahak:an membentuk kelompok kerja guru mata pelajaran 

atau serumpun. 

c. Masa Kerja Guru Kurang dari 4 Tahon sebagai PNS 

Didalam pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam 

Jabatan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Departemen Pendidikan 

Nasional (Depdiknas) tahun 2009, menyatakan bahwa persyaratan 

uji sertifikasi melalui penilaian fortofolio mamiliki masa kerja 

sebagai guru baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) minimal 4 tahun pada satuan 

pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen yang bersangkutan telah menjadi guru. 

Konsekuensi dari dua faktor penghambat diatas, kuota untuk 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Buton Utara tidak: 

dapat dipenuhi. Pada hal kesempatan yang diberikan melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 

tentang Sertifikasi guru dalam jabatan pasal 4, menyatakan : (I) 

Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota 

peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan tiap tahunnya. (2) 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya 

menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan 
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oleh Menteri Pendidikan Nasional. (3) Untulc menentulcan peserta 

sertifikasi berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik clan Tenaga Kependidikan 

(Ditjen PMPTK). 

Kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan tiap tahunnya 

pada tiap Kabupaten ditentulcan Oleh Menteri Pendidikan 

Nasional. Kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan untulc 

Kabupaten Buton Utara pada tahun 2008 dan 2009 lebih besar dari 

jumlah guru yang memenuhi persyaratan karena guru belum 

memiliki kualifikasi pendidikan sarjana atau Diploma IV (D IV) 

dan masa kerja kurang dari 4 tahun, ini dijelaskan oleh panitia 

Sertifikasi Kabupaten Buton Utara yang mengatakan bahwa: 

" Peserta sertifikasi guru dalam jabatan untulc tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Buton Utara tahun 

2013 dan 2014 tidak tercapai target sesuai kuota yang 

diberikan pemerintah pusat, Jumlah guru sebagai peserta 

sertifikasi yang memenuhi syarat kurang dari kuota yang ada. 

Ada dua alasan utama, yaitu guru belum berkualifikasi 

sarjana (S 1) dan masa kerja guru dibawah empat tahun. 

Jumlah guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten 

Buton Utara 653 orang, yang telah lulus sertifikasi jumlahnya 

469 orang dan yang belum sertifikasi 157 orang, sedangkan 

target pemerintah tahun 2014 semua guru harus te]ah 
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disertifikasi dan hal ini juga dirasakan oleh guru di SMA 

Negeri I Kulisusu" (wawancara dengan Rusli, 26 Mei 2014). 

Sertifikasi pendidikan yang dimiliki oleh guru merupakan simbol 

bahwa guru harus terns mengabdikan keahlian dan kompetensinya 

sebagai guru yang profesional. Tunjangan profesi yang diperoleh tiap 

bulannya menjadi motivasi agar guru dapat meningkatkan 

profesionalisme. Selain itu, tunjangan profesi tersebut dapat 

meningkatkan performan sebagai guru yang terns berkembang sesuai 

kebutuhan siswa dan kemajuan pendidikan bangsa. Berdasarkan 

pemyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, selain 

diberhentikan, tunjangan profesi akan dibatalkan dan guru sebagai pihak 

penerimanya wajib mengembalikan semua tunjangan profesi yang telah 

diterimanya. Bahwa guru yang sudah disertifikasi mendapat tunjangan 

sebulan gaji pokok dengan perhitungan masa kerja. 

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Buton Utara yang menyatakan bahwa: 

"Sumber dana untuk membayar tunjangan profesi bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) 

Departemen Pendidikan Nasional yang dialokasikan pada dana 

dekonsentrasi dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP A) Dinas 

Pendidikan provinsi. Kriteria tunjangan profesi diberikan pada guru dan 

guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan 
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yang tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 

2008 tentang guru dan yang telah mendapat Surat Keputusan Penetapan 

Penerima Tunjangan Profesi dari Direktorat Jendral Peningkatan Mutu 

Pendidik Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Dengan adanya sertifikasi guru diharapkan kualitas proses 

pembelajaran akan semakin membaik. Kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari segi proses dan dari segi basil. Dari segi proses, pembelajaran 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau setidak-tidaknya 

sebagian besar (75%) peserta didik terlibat aktif, baik fisik, mental, 

maupun social dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan 

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa 

percaya diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran 

dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada 

diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). 

Lebih lanjut proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila masukan merata menghasilkan output yang banyak dan bermutu 

tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan 

pembangunan. Hal ini menekankan pentingnya peranan aktif siswa dalam 

proses pemahaman dalam belajar matematika. Dalam pembelajaran 

matematika yang menekankan pemahaman ini, kemampuan-kemampuan 

melakukan eksplorasi, bertanya, merumuskan masalah, membuat dugaan-
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dugaan, clan memecahkan masalah memegang peranan yang sangat 

penting. 

Kualitas proses pembelajaran merupakan salah satu titik tolak: ukur 

yang dapat menentukan berhasil atau tidak:nya proses pembelajaran. 

Perlu penulis tegaskan di sini bahwa ukuran berkualitas atau tidak:nya 

suatu sekolah adalah relatif, karena tolak: ukur yang digunakan terns 

menerus ak:an senantiasia mengalami perubahan sesuai dengan perubahan 

tantangan era atau jaman. Menurut Rohmat beberapa fak:tor yang dapat 

mempengaruhi kualitas pendidikan yaitu "fak:tor pendidik, fak:tor peserta 

didik, fak:tor kurikulum, fak:tor pembiayaan, dan lain-lain" 

Yang dimak:sud proses pembelajaran di sini adalah efektif tidak:nya 

proses pembelajaran dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil 

belajar yang dicapai peserta didik dipengaruhi oleh dua fak:tor utuma 

yak:ni fak:tor dari lingkungan dan fak:tor dari diri peserta didik seperti 

motivasi belajar, minat clan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, 

ketekunan, sosial, ekonomi clan fak:tor fisik clan psikis serta fak:tor utama 

yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk cepat memahami 

segala sesuatu. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas proses 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Kulisusu Kabupaten Buton Utara belum 

mencapai kualitas yang baik, hal ini terlihat masih banyak: siswa yang 

belum ak:tif dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini disebabkan 

97 

43127.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



oleh masih kurangnya motivasi guru dan kreatifitas guru yang masih 

kurang dalam mengajar. 

Tiga unsur yang sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran 

adalah kompetensi guru, karakteristik kelas dan karakteristik sekolah. 

Untuk lebih jelasnya penulis ak:an memaparkan secara acak: ke tiga unsur 

tersebut agar dapat dipahami dengan mudah. 

Komptensi guru mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah satu 

proses yang terjadinya interak:si antara pendidik dan siswa, salah satu 

yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah guru ( dalam hal ini 

adalah kompetensi yang dimilikinya). Dengan asumsi, bahwa guru 

adalah sutradara dan sekaligus ak:tor dalam proses pembelajaran. Ini 

tidak:lah berarti mengesampingkan variabel lain, yaitu seperti media 

pembelajaran. 

Selain karena fak:tor guru, kualitas pengajaran juga dipengaruhi 

oleh karakteristik kelas. V ariabel karakteristik kelas antara lain; 

a. Besamya (class size). Artinya, banyak: sedikitnya jumlah peserta 

didik yang mengikuti proses pengajaran. 

b. Suasana belajar. Suasana belajar yang demokratis ak:an memberi 

peluang mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingan dengan 

suasana yang kaku, disiplin yang ketat dengan otoritas penuh pada 

guru. 

c. Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Sering kita temuk:an dalam 

proses belajar di kelas bahwa guru sebagai sumber belajar satu-
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satunya. Padahal seharusnya peserta didik diberi kesempata.n untulc 

berperan sebagai sumber belajar dalam proses belajar. 

Falctor lain yang mempengaruhi kualitas pengajaran di sekolah 

adalah karalcteristik sekolah itu sendiri, yang mana sangat berkaita.n erat 

dengan disiplin (tata tertib) sekolah, media pembelajaran yang dimiliki, 

letak geografis sekolah, lingkungan sekolah, estetika dan etika dalam arti 

sekolah memberikan perasaan nyaman, kepuasan peserta didik, bersih, 

rapi dan memberikan inspirasi. 

Menurut penulis faktor-faktor tersebut merupakan komponen 

pendidikan yang satu diantara yang lain saling berhubungan dan 

menunjang, karena apabila salah satu diantara unsur tersebut tidak 

memenuhi sta.ndar kualitas pendidikan, maka kemungkinan besar 

kualitas pembelajaran tidak akan tercapai secara optimal. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan pennasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

I. Program sertifikasi guru belum dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari sistem rekrutmen peserta sertifikasi yang bukan 

berdasarkan kualitas, tapi justru berdasarkan prioritasprioritas ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam kuota sertifikasi guru, sehingga dengan 

rioritas tersebut mencenninkan belum adanya perubahan performance 

yang signifikan. 

2. Langkah-langkah pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri Kabupaten Buton Utara belum 

dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari aktivitas yang sudah 

dilakukan seperti sosialisai, melakukan seleksi peserta, penyusunan 

portofolio, verifikasi berkas dan penerimaan tunjangan profesi, belum 

dilaksanakan dengan baik. 

3. Tim sertifikasi guru yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan 

sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri di Kabupaten Buton Utara belum melaksanakan tugas dengan 

baik. Hal tersebut terlihat belum dilakukan pembinaan, baik langsung 

maupun tidak langsung, dengan cara memfasilitasi dan mendorong guru 

dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. 
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4. Faktor penghambat yang mempengaruhi sertifikasi guru dalam jabatan 

pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Buton Utara, 

adalah peran tim sertifikasi guru dalam jabatan, kualifikasi pendidikan 

masih ada yang belum sarjana (SI) dan masa kerja guru kurang dari 4 

( empat) tahun. 

B. Saran 

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan sertifikasi guru dalam 

jabatan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kabupaten Buton 

Utara, seharusnya langkah-langkah pelaksanaan sertifikasi guru dalam 

jabatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dilakukan dengan 

prosedur pelaksanaan yang sesuai. 

2. Untuk meningkatkan peran tim sertifikasi guru, perlu melakukan 

optimalisasi pemenuhan standarisasi dan prosedur dengan menambah 

tenaga yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara professional 

sehingga program sertikasi guru dapat berjalan sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan. 

3. Untuk peningkatan perubahan kualitas akademis maupun non akademis 

terhadap guru, seperti meningkatkan guru lebih profesional, perlu 

dilakukan pembinaan yang intensif terhadap guru yang telah disertifikasin 

agar peningkatan kesejahteraan guru lebih terjamin. 

4. Pemberian motivasi terhadap tim sertifikasi guru di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Buton Utara agar meningkatkan kinerjanya dalam memberikan 

pelayanan terhadap guru pada proses pelaksanaan sertifikasi guru 
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terutama dalam hal sosialisasi, verifikasi berkas dan penyeleksisn peserta 

sertifikasi kepada kepala sekolah dan guru yang masuk kuota sertifikasi, 

sehingga kinerjanya lebih professional. 

5. Tim sertifikasi guru harus lebih mengintensifkan sosialisasi pada kepala 

sekolah dan guru, supaya mengetahui sertifikasi guru bukan hanya 

mendapatkan tunjangan profesi tetapi juga adanya peningkatan kualitas 

guru lebih profesionalisme, sehingga ilmu pengetahuan yang diberikan 

pada siswa dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 

serta pengawas perlu meningkatkan kinerja baik secara kualitas maupun 

kuantitas, seperti melakukan secara rutin monitoring dan kinerja guru 

yang sudah disertifikasi. 
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PEDOMANWAWANCARA 

I. Apakah anda telah mendapatkan sertifikasi guru? 

2. Apakah dengan disertifikasi anda termotivasi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran? 

3. Bagaimana tanggapan bapak tentang sertifikasi guru? 

4. Apakah anda setuju dengan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan 

sertifikasi guru? 

5. Bagaimana tanggapan bapak dengan guru yang disertifikasi tetapi tidak 

memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitasnya? 

6. Bagaimana tanggapan bapak tentang tunjangan sertifikasi, apakah cukup atau 

tidak untuk memenuhi kebutuhan anda? 

7. Bagaimana tanggapan bapak tentang para guru yang disertifikasi tetapi tidak 

memiliki kemampuan mengajar yang baik ~ 

8. Apakah kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru telah mampu membuat anda 

termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? 

9. Apakah dengan banyaknya guru yang disertifikasi mampu meningkatkan 

kualitas pendidikan? 

I 0. Apakah secara proses kualitas pendidikan menjadi lebih baik dengan adanya 

guru yang disertifikasi. 
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